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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

o Pernturan Pemerintalh Nomor 29 ‘Tuhun

2004 tentang
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
R‘epublik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nommor 8 Tahun 20006
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan ~ Daerah  Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik - Indoncsia

Nonior 4548);

Pcrat}il‘&n Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
PCnd)dika.n Dasar (Lembaran Negara Republilk Indonesia
Fahiun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan ‘Pemerintah Nomor 55 Tahun
1998 (Lembaran Negara -Republilc Indonesia Tahun 1998

Nomor 3763);
'
1000 tentnng

Pendidikun  Menengah  (Lembarun  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negnrn Republile Indonesio Nomor 3413) sehognimonn
teluh diubah dengan Peruturan Pemerintuh Nomor 56
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Talwin

1998 Nomor 3764),
Peratuean Pemeridtah Nomor 25 ‘Tahun 2000 tenlang

Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi Scbagai
Dacrah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Ncgara

Republilk Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
‘Indonesin ‘Tuhun 2005 Nopor 11, Twubuhon Lembiaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional — Nomor

060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Selcolah;

Rekomendasi Tim Pcmbcrquasan Pendirian Sekolah di

Linglungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
‘langerang Nomor : 005/TPR.11/2007, tanggal 6 November

2006 !
Alkta . Notaris YAYASAN AN NABAWI BANJAR WILIAYA

Nomor 08, tanggal 18 Februari 2006.






